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ABSTMKSI

Pemerlntah Daerah Tingkat II Kotam.dya Surabaya

dalam rangka penyediaan rumah untuk golongan yang b€r-

penghasi lan rEndah dan untuk m€nata kembal I perumahan

kumuh membentuk rumah susun yang salah satunya adalah

Rumah Susun Dupak Bangunrejo Surabaya. Pembangunan sa-

tuan rumah susun Dupak Bangunreio didasarkan atas kepu-

tusan Walikotamadya Surabaya Nomor 48 Tahun 1989 (selan-

jutnya disingkat SK Wal ikotamadya Surabaya No. 48 Tahun

1989).

Satuan rumah susun Dupak Bangunrejo diberikan de-

ngan hak pakai sebagaimana tertuang dalam pasal 1 butir

d SK lva'l ikotamadya Surabaya No. 48 Tahun 1989' Namun da-

lam SK tersebut tidak memberikan pengert ian apa yang di-
maksud dengan hak pakai rumah susun. Berdasarkan pasal

818 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya di-
singkat KUH Perdata) ditentukan bahwa hak pakai dan hak

mendi ami keduanya adal ah hak kebendaan yang diperoleh

dan berakhir dengan cara yang sama sepert i hak pakai.

Dalam penggunaan satuan rumah susun tersebut ' pi-
hak pemaka i /penghun i mempunyai kewaj iban untuk ikut me-

melihara dan merawat rumah susun sebaik-bai knya dongan

biaya ditanggung bersama oleh para penghuni sebagaimana



pasal 11 SK Wal I kotamadya Surabaya Nomor 48 Tahun .|989.

Selain kewaj iban bagi penghuni rumah susun yaitu memba-

yar uang retribusi setiap bul annya sebesar Rp. 25OO,O0

(dua ribu Iima ratus rupiah). Namun dalam SK Wal ikotama-

dya Surabaya Nomor 48 Tahun .|989 tidak terdapat kstentu-

an yang jelas mengenai kEwaj iban bagi pihak pengelola

apabila ternyata satuan rumah susun tersebut rusak berat

atau musnah. Dengan tidak adanya kewaj iban yang dibeban-

kan kepada pihak pengelola menimbul kan suatu ketidak

pastian hukum antara niat yaitu untuk menata kembal i

rumah kumuh dan membantu masyarakat yang berpenghasi lan

rendah serta tanggung jawab dalam hak pakai.

Berdasarkan latar belakang di atas yang melandasi

saya untuk mengambil judul skripsi 'PEIIAKAIAN Rt llAH SU-

SUN YAI{G DIKUASAI OLEH PEIIERIT{TAH KOTATADYA DAERAH TII{G-

KAT II SURABAYA OI DUPAK BAIIGUNREJO', sedangkan permasa-

'lahan yang disajikan adalah, bagaimana p6rl indungan hu-

kum yang diberikan kepada pemakai satuan rumah susun di

Dupak Bangunrejo apabila rusak b€rat atau musnah karena

kesal ahan pihak pengelola ?

Tujuan di lakukannya penelitian dalam penyusunan

skripsi ini ada'lah untuk mengetahui lebih lanjut menge-

nai hubungan hukum antara pihak pengelola rumah susun

dengan pihak penghuni. Dengan msng€tahui hubungan hukum



ini akan dapat diketahui mengenai hak-hak dan kewaj iban-

kewaj iban. Ha] ini perlu diketahui, karena ternyata ti-
dak terdapat keseimbangan antara hak dan kewaj iban yang

diberi kan oleh pengelo]a rumah susun Dupak Bangunrejo

dalam kaitannya apabila rumah susun rusak berat atau

musnah.

Jadral Waktu Penel itian
- Persi apan penel i t i an

- Prosedur penelitian

- Pengol ahan dat a

: enam mi nggu;

: enam mi nggu;

: enam mi nggu.

Pendekatan masalah da'lam penyusunan skripsi digu-

nakan metode yuridis normat i f maksudnya pembahasannya

didasarkan norma hukum yang berlaku dalam hal ini Un-

dang-undang Nomor l6 Tahun 1985, SK Wal ikotamadya Sura-

baya Nomor 48 Tahun 'l 989, dan KUH Perdata. Sumber data

berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum pri-

mer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer berupa

peraturan pe rundang-undan gan dan bahan hukum sekunder

berupa literatur, bahan perkul iahan yang bersi fat menje-

'l askan bahan hukum primer.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara

membaca, mempelajari, meng i dent i f i kas i dan mengk'l asifi-



kasi kannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan

Iangsung dengan materi yang dibahas. Kemudian diolah

menggunakan data deduktif maksudnya pembahasannya di-
dasarkan hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini p€r-

aturan pe rundang-undangan dan literatur, disimpulkan

menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah

yang dibahas. Selanjutnya diolah menggunakan cara kuali-
tataif yaitu mengolah data didasarkan atas pemiki ran

yang lo9is, runtun dan runtut dengan menelaah sistemati-

ka peraturan pe rundang-undangan .

Meskipun da'lam SK Walikotamadya Surabaya Nomor 48

Tahun 1989 tidak terdapat ketentuan yang mengatur meng6-

nai kewaj iban pengelola apabila rumah susun tersebut ru-

sak berat atau musnah, namun apabila diperhatikan antara

kedua belah pihak terikat dalam suatu peri katan yang la-

hir karena persetujuan, yaitu persetujuan pemakaian ru-

mah susun.

Sebagai suatu persetujuan apabila dibuat telah

memenuhi syarat sahnya persetujuan sebagaimana pasal

132o KUH Perdata yaitu sepakat, cakap, suatu hal ter-
tentu dan suatu sebab yang halal , maka persetujuan ter-
sebut mengi kat kedua belah pihak sebagaimana undang-

undang, Ketentuan ini secara tegas tertuang dalam pasal

1338 KUH Perdata, Apabi la dalam pelaksanaannya salah sa-



tu pihak dalam hal ini pengelola tidak memenuhi kewaj ib-

an, maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji

atau wanprestasi. Namun apabila diperhatikan dalam SK

wa]ikotamadya Surabaya Nomor 48 Tahun 1999 tidak meng-

atur mengenai kewaj iban pihak pengelola untuk memberikan

penggant i an apabi la rumah susun rusak berat atau musnah,

sehingga apabi la pihak pengelola digugat berdasarkan

wanprestasi, maka gugatan tersebut kurang kuat dasar-

nya/ al asannya.

Pihak penghuni dapat menuntut atau menggugat gan-

ti rugi yang berupa biaya, rugi dan bunga b€rdasarkan

v{anprestasi sEbagaimana tertuang dalam pasal 1243 KUH

Perdata. Jika ternyata jangka waktu hak pakai tersebut

telah berakhi r yang dapat terjadi melalui berbagai hal

sebagaimana pasal 807 KUH PErdata yaitu karena mening-

galnya si pemakai, tenggang waktunya telah habis' karena

penglepasan maka pihak penghuni tidak dapat mengajukan

gugatan penggantian kerugian. Gugatan penggant ian keru-

gian yang dimaksud adalah apabila rumah susun yang

dihuni berdasarkan hak pakai tersebut rusak berat atau

musnah karena kesalahan pihak pengelola.

Pihak pengelola tetap be rt anggung j awab sampai di-

bangunnya kembal i satuan rumah susun. Alasan tidak di-

cantumkannya masalah tanggung jawab dalam SK Wal ikota-
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Surabaya agar para penghuni ikut menel ihara satuan

susun dengan biaya ditanggung sendiri.
Apabi la pihak penge'lola tidak be rt anggung j awab

rusaknya atau musnahnya satuan rumah susun, maka

ponghuni berhak untuk m6ngajukan gugatan ganti

atas dasar wanprest as i .

Agar terdapat suatu kepast ian hukum, seyogyanya

masalah tanggung jawab pengelola dicantumkan secara te-
gas dalam SK Walikotamadya Surabaya Nomor 48 Tahun 1999

tentang bentuk-bentuk tanggung jawab yang akan diberikan

oleh pengelola kepada penghuni.


